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				Ekonomi oranye merupakan konsep ekonomi yang menitikberatkan pada kontribusi dan potensi aset kreatif untuk memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Istilah ekonomi oranye pertama kali diperkenalkan oleh Felipe Buitrago dan Iván Duque dalam publikasi yang berjudul “The Orange Economy; an infinite opportunity” yang diterbitkan oleh Inter-American Development Bank. Sebelum dikenal sebagai ekonomi oranye, konsep ini dikenal dengan istilah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif pertama kali dipopulerkan oleh John Howkins pada tahun 2001. Ekonomi kreatif meliputi aktivitas kreatif yang dapat diekspresikan melalui seni, budaya, atau inovasi. Howkins berpendapat bahwa industri kreatif yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu memiliki potensi untuk menciptakan kekayaan dan pekerjaan melalui pemanfaatan kekayaan intelektual.  Menurut PBB, ekonomi kreatif dicirikan dengan adanya aktivitas yang memiliki komponen artistik di setiap kegiatannya serta menghasilkan produk dengan kekayaan intelektual. Howkins sendiri mengklasifikasikan kegiatan ekonomi kreatif meliputi inovasi dan pengembangan, bangunan, perangkat lunak, televisi dan radio, desain, musik, film, gim, periklanan, arsitektur, dan kesenian. 

 

Filosofi Warna Oranye

Istilah ekonomi oranye cukup menuai perhatian lantaran istilah ini belum terlalu awam di kalangan masyarakat. Namun perlu diketahui bahwa dibalik nama ‘Ekonomi Oranye’ terkandung makna tersendiri yang merepresentasikan konsep ekonomi kreatif tersebut. Warna oranye identik dengan sesuatu yang dekat dnegan unsur budaya, kreativitas, dan identitas. Berikut ini merupakan beberapa alasan warna oranye menjadi simbol dari budaya, kreativitas, maupun identitas. 

	Pada zaman kuno, seniman Mesir menggunakan pigmen oranye yang disebut realgar (Arsenik sulfur yang sangat beracun) untuk dekorasi hieroglif makam Firaun. 
	Dalam tradisi barat, oranye diasosiasikan dengan hiburan dan juga warna untuk peringatan Halloween. 
	Dalam budaya Asia, warna oranye digunakan untuk konfusianisme yang merupakan simbol transformasi kehidupan. 
	Dalam Buddhisme, oranye identik dengan biksu (Budha sendiri yang memilih warna tersebut). Dapat dilihat dari pakaian yang biasanya digunakan oleh biksu pun berwarna oranye. 
	Dalam Hinduisme, oranye merupakan warna Sadhus (orang suci yang ada di seluruh dunia) dan cakra oranye yang terletak di perut mereka melambangkan pusat kekuatan kreatif individu. 
	Bagi orang amerika, warna oranye berkonotasi dengan pembelajaran dan kepemimpinan.
	Bagi Tupac Katari di Peru, oranye merupakan warna rakyat dan budaya. 
	Oranye juga merupakan warna yang seringkali diasosiasikan dengan api yang mana simbol api dekat dengan api gairah dan kreativitas. 


Berdasarkan berbagai filosofi terkait warna oranye tersebut, dikarenakan nama ‘ekonomi Kreatif’ kurang memiliki nilai jual yang unik, oleh sebab itu konsep ekonomi kreatif ini dinamai Ekonomi Oranye (Orange Economy). 

 

Ekonomi Oranye dan Keterkaitannya dengan SDGs

Ekonomi oranye mencakup ekonomi budaya, industri kreatif, dan bidang-bidang yang mendukung kreativitas. Kegiatan dalam ekonomi oranye pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga sub kelompok besar yakni manufaktur kreatif, industri budaya, dan jasa kreatif. Ekonomi oranye meliputi industri-industri yang berasal dari kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja dan keuntungan melalui penciptaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Potensi ekonomi oranye cukup besar. Apabila ekonomi oranye adalah sebuah negara, maka konsep ekonomi ini menjadi ekonomi terbesar ke-4 setelah US, China, dan Jepang. Ekonomi oranye juga menempati urutan terbesar ke-4 angkatan kerja terbanyak setelah China, India, dan US. Ekonomi Oranye semakin diakui potensinya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kohesi, mendorong inovasi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, karena ekonomi ini mempunyai nilai-nilai komersial dan budaya. Hal ini juga telah diakui relevansinya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Ekonomi oranye selaras dengan beberapa goals di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu SDGs 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17. 

 

Ekonomi Oranye di Indonesia

Istilah ekonomi oranye di Indonesia belum terlalu lazim digunakan. Masyarakat maupun pihak pemerintahan di Indonesia lebih mengenal istilah ekonomi kreatif (Ekraf) bahkan terdapat kementerian khusus yang berfokus pada ekonomi kreatif yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Berdasarkan dokumen Statistik Ekonomi Kreatif Tahun 2020, ekonomi Kreatif di Indonesia meliputi beberapa sub sektor yaitu pengembangan aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain produk, desain interior, fotografi, musik, kriya, kuliner, fesyen, penerbitan, film animasi dan video, periklanan, permainan interaktif, seni pertunjukan, seni rupa, serta TV & radio. Regulasi terkait ekonomi kreatif pun telah diatur di Indonesia dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menggarap potensi ekonomi melalui ekonomi kreatif yang mana ekonomi kreatif juga memiliki banyak dampak sampingan positif untuk keberlanjutan. 
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				Pada tanggal 14 Desember 2022 (A/RES/77/161), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mencanangkan tanggal 30 Maret sebagai Hari Tanpa Sampah Internasional (The International Day of Zero Waste). Pada tahun 2023, untuk pertama kalinya jutaan orang di seluruh dunia memperingati Hari Tanpa Sampah Internasional untuk meningkatkan kesadaran akan inisiatif tanpa sampah di tingkat nasional, subnasional, regional, dan lokal serta kontribusinya terhadap mencapai pembangunan berkelanjutan.

Hari Tanpa Sampah Internasional yang kedua kalinya, di tahun 2024 ini menjadi langkah untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara global serta pentingnya praktik produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang telah mendorong planet ini menuju kehancuran. Saat ini, rumah tangga, usaha kecil dan penyedia layanan publik menghasilkan antara 2,1 miliar hingga 2,3 miliar ton sampah kota setiap tahun, baik berupa kemasan dan elektronik hingga plastik dan makanan. Namun, layanan pengelolaan sampah global tidak mampu menangani hal ini, dengan 2,7 miliar orang tidak memiliki akses terhadap pengumpulan sampah padat dan hanya 61–62 persen sampah kota yang dikelola di fasilitas yang terkendali.

Dalam laporan berjudul “Towards Zero Waste: A Catalyst for delivering the Sustainable Development Goals”, United Nations Environment Programme (UNEP) memastikan bahwa pengelolaan limbah yang ramah lingkungan merupakan kunci untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan pada saat yang sama mengakui bahwa pengelolaan limbah termasuk langkah-langkah untuk mempromosikan inisiatif tanpa limbah akan membantu memajukan seluruh 17 target dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2030, khususnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 11 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12. Tujuan-tujuan ini mengatasi segala bentuk limbah, termasuk kehilangan dan pemborosan pangan, ekstraksi sumber daya alam dan limbah elektronik.

Selama Hari Tanpa Sampah Internasional, Negara-negara Anggota, organisasi-organisasi sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, pemuda dan pemangku kepentingan lainnya diundang untuk terlibat dalam kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran zero-waste di tingkat nasional, subnasional, regional dan lokal akan inisiatif dan kontribusinya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Seluruh masyarakat dihimbau harus memperlakukan sampah sebagai sumber daya sebagai langkah mengatasi krisis sampah. Mencakup langkah pengurangan timbulan sampah dan menselaraskan dengan pendekatan siklus hidup. Sumber daya harus digunakan kembali atau dipulihkan sebanyak mungkin, dan produk harus dirancang agar tahan lama dan membutuhkan bahan yang lebih sedikit dan berdampak rendah. Solusi hulu seperti ini dapat meminimalkan polusi udara, tanah, dan air serta mengurangi ekstraksi sumber daya alam yang berharga dan terbatas.

Selain itu, seluruh tindakan pemangku kepentingan, di semua tingkatan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan masyarakat tanpa sampah. Dimana konsumen dapat mengubah kebiasaan konsumsi dan menggunakan kembali serta memperbaiki produk sebanyak mungkin sebelum membuangnya dengan benar. Pemerintah, masyarakat, industri dan pemangku kepentingan lainnya harus meningkatkan pendanaan dan pembuatan kebijakan, terutama karena krisis sampah berdampak besar pada kelompok marginal, masyarakat miskin perkotaan, perempuan dan generasi muda.

Pemanfaatan Sumber Daya Sampah Oleh Pemulung

Pemulung, merupakan pihak yang sejak dahulu menjadikan sampah sebagai sumber daya.  Secara historis, pemulung telah melakukan kegiatan pengumpulan, klasifikasi dan pemulihan atau pemanfaatan barang-barang daur ulang sampah secara informal. Baik di Indonesia, maupun di banyak kota yang ada di negara-negara Selatan, pemulung sering kali merupakan kekuatan utama dalam proses daur ulang sampah (major recycling force). Di seluruh dunia, lebih dari 15 juta orang mencari nafkah dengan mengumpulkan bahan-bahan daur ulang dari jalanan dan tempat pembuangan sampah.

Selama beberapa dekade pekerjaan pemulung diabaikan oleh skema pengelolaan sampah resmi dan kebijakan sampah berulang kali memperburuk keadaan melalui pengucilan, kriminalisasi, atau penindasan terhadap para pemulung. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) , pemulung yang selama ini membantu pengelolaan sampah berbasis 3R, yaitu reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali) dan recycle (mendaur ulang sampah) belum mendapat penghargaan sebagaimana mestinya.

Para pemulung di TPAS Piyungan misalnya, yang saat ini kehilangan pendapatannya akibat langkah pemerintah menutup TPAS Piyungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Ketua Pemulung “Mardiko” TPST Piyungan, kiriman sampah dari Bantul, Sleman, dan Jogja selama ini menjadi sumber penghasilan bagi 400 – 450 pemulung dan 15 pengepul di TPA Piyungan akan turut menghilang karena ditutupnya TPA Piyungan. Padahal, selama ini setiap pengepul mampu mendapatkan 6 ton sampah, sehingga 15 pengepul mampu mengumpulkan sampah sampai 90 ton setiap pekannya.

Ironisnya, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang berambisi untuk mengolah seluruh sampah yang tidak terkelola di hulu telah mengabaikan dampak terhadap pemulung.Dokumen Acuan Alokasi Risiko 2022 milik PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia, BUMN yang mendampingi Pemerintah Daerah DIY dalam mempersiapkan proyek KPBU, hanya mencantumkan satu risiko mengenai pemulung, yaitu sebagai faktor “menurunnya kualitas komposisi sampah” yang penanganannya adalah dengan cara “membatasi peran pemulung terhadap komposisi sampah.” Karena terabaikan dampak terhadap penghasilan para pemulung, maka pemulung mencari cara adaptasinya sendiri melalui pembangunan unit pemilahan sampah terpadu untuk para pemulung, di sebuah bangunan berukuran 10 x 15 meter.

Meskipun pembinaan pemulung sudah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sebagai bagian dari strategi Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, namun belumlah diatur secara mendetail. Menurut Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), langkah awal pembinaan pemulung oleh Pemerintah Daerah adalah pendaftaran pemulung setempat. Ini termasuk daya tampung atau pun ”sampah” plastik, kertas, dan logam yang dikumpulkan di pelapak. Setelah terdaftar, pemerintah daerah bisa memberikan pengakuan kepada pemulung sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah dengan memberikan identitas, alat pelindung diri, dan seragam. ”Ini supaya pemulung bisa bekerja tanpa ketakutan dan dikejar-kejar,” ujarnya.

Dalam laporan berjudul “Towards Zero Waste: A Catalyst for delivering the Sustainable Development Goals”, UNEP mendeskripsikan berbagai langkah untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan pekerja sampah, termasuk di dalamnya para pemulung. Antara lain, yaitu:

	Mengenali nilai ekonomi dan peluang mata pencaharian dalam sistem perbaikan, daur ulang, dan daur ulang. Mengumpulkan data untuk memahami manfaat lingkungan, sosial, dan finansial dari layanan yang ada, termasuk penghematan biaya publik dalam mengurangi kebutuhan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan.
	Memberikan jalur yang jelas, bertahap dan simpatik bagi pekerja sampah untuk terdaftar, mengakses perlindungan sosial, dan membentuk asosiasi. Menciptakan kebijakan yang memungkinkan asosiasi pekerja sampah mengakses kontrak sektor publik untuk pengelolaan sampah.
	Memperbaiki kondisi kerja dengan menyediakan APD, ruang kerja yang aman, dan akses transportasi, membantu meningkatkan efisiensi dan mempertahankan nilai lebih dalam perekonomian lokal.
	Mengarahkan kesetaraan gender dalam semua inisiatif terkait sampah serta di semua tingkat rantai nilai (lihat juga SDG5), menciptakan peluang yang ditargetkan bagi perempuan rentan untuk memaksimalkan manfaat sosial.
	Mendukung usaha mandiri dengan menawarkan pelatihan usaha, kredit mikro, jalur yang disederhanakan menuju formalisasi dan akses terhadap pasar yang sesuai untuk semua usaha yang mengelola bahan-bahan sekunder; menghilangkan hambatan formalisasi untuk memungkinkan pekerja limbah meningkatkan rantai nilai, menangani jumlah bahan yang lebih besar, dan menghasilkan aliran pendapatan yang lebih dapat diandalkan.
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				Air merupakan elemen esensial bagi kehidupan di permukaan Bumi. Bumi adalah planet biru, dimana hampir tiga perempat permukaan bumi diselimuti air. Meskipun air ada dimana-mana, namun kebanyakan air bersifat asin (air laut). Air tawar (freshwater) adalah sumber daya yang terbatas (Encyclopedia of Ecology). Lebih dari dua pertiga air tawar tersimpan dalam es di daerah kutub atau di gletser dan jauh di daerah pegunungan, kurang dari sepertiganya adalah air tanah, dan hanya 0,3 persen yang merupakan air permukaan (sungai, danau, dan waduk).

Air tawar berupa air permukaan, air tanah dan air hujan merupakan sumber daya penting bagi semua organisme hidup. Sebagian besar organisme memiliki kandungan air 50–90% dan terdapat ambang batas kritis yang harus dipertahankan agar dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Selain itu, air juga berfungsi sebagai habitat penting bagi banyak organisme di berbagai lingkungan, mulai dari gurun yang sangat gersang hingga hutan hujan tropis.

Menurut Laporan Sumber Daya Air Dunia Tahun 2024 (The United Nations World Water Development Report 2024: Water For Prosperity and Peace), penggunaan air tawar meningkat hanya di bawah 1% per tahun, didorong oleh kombinasi pembangunan sosio-ekonomi dan perubahan terkait pola konsumsi, termasuk pola makan. Selain itu, sekitar setengah populasi dunia saat ini mengalami kelangkaan air yang parah setidaknya selama satu tahun. Seperempat populasi dunia menghadapi tingkat kekurangan air yang ‘sangat tinggi’, karena menggunakan lebih dari 80% pasokan air bersih terbarukan setiap tahunnya.

Bencana terkait air masih mendominasi daftar bencana selama 50 tahun terakhir, dan menyebabkan 70 persen kematian akibat bencana alam (Bank Dunia, 2022). Rekor curah hujan ekstrem telah meningkat di seluruh dunia, begitu pula frekuensi, durasi, dan intensitas kekeringan meteorologis. Perubahan iklim diperkirakan akan memperparah siklus air global, dan semakin meningkatkan frekuensi dan tingkat keparahan kekeringan dan banjir. Beberapa dampak yang paling parah akan dirasakan di negara-negara kurang berkembang, juga di pulau-pulau kecil dan di Kutub Utara. Pada satu sisi, bahaya banjir dan tenggelam semakin meningkat. Sementara di sisi lain, separuh populasi dunia menghadapi kekurangan air yang parah. Antara tahun 2002 dan 2021, kekeringan berdampak pada lebih dari 1,4 miliar orang dan menyebabkan kematian hampir 21.000 orang.

Langkah-langkah perlindungan dan pelestarian sumber daya air merupakan suatu keniscayaan. Inilah alasan peringatan Hari Air Sedunia oleh Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB), yang diadakan pada tanggal 22 Maret, setiap tahun sejak tahun 1993. Peringatan Hari Air Sedunia memberikan kesempatan bagi seluruh umat manusia agar menghargai sekaligus dapat meningkatkan kesadaran atas pelestarian sumber daya air dalam mendukung kehidupan di permukaan bumi.

Air adalah hak asasi yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan merupakan salah satu tujuan dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 6 (SDGs 6: Clean water and sanitation). Namun, pemenuhan kebutuhan atas sumber daya air masih belum tercapai, dimana sebanyak 2,2 miliar orang masih hidup tanpa air minum yang dikelola dengan aman, termasuk 115 juta orang yang meminum air permukaan. Empat dari lima orang yang tidak memiliki setidaknya layanan dasar air minum tinggal di daerah pedesaan. Situasi terkait sanitasi yang dikelola secara aman masih memprihatinkan, dengan 3,5 miliar orang tidak memiliki akses terhadap layanan tersebut. Kota-kota tidak mampu mengimbangi percepatan pertumbuhan penduduk di perkotaan.

Seruan Air Untuk Perdamaian (Leveraging Water for Peace) menjadi tema Hari Air Sedunia tahun 2024 ini. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Hari Air Sedunia menekankan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerja sama air lintas batas: “Air untuk perdamaian menjadi tema Hari Air Sedunia tahun ini. Pencapaiannya bergantung pada kerja sama yang jauh lebih besar. Saat ini, 153 negara berbagi sumber daya air. Namun hanya dua puluh empat negara yang melaporkan perjanjian kerja sama untuk semua sumber air yang mereka gunakan bersama. Kita harus mempercepat upaya untuk bekerja sama lintas batas negara, dan saya mendesak semua negara untuk bergabung dan menerapkan Konvensi Air PBB – yang mempromosikan pengelolaan sumber daya air bersama secara berkelanjutan.”

Air dapat menjadi alat perdamaian ketika masyarakat dan negara bekerja sama dalam memanfaatkan sumber daya bersama yang berharga ini. Namun, air juga dapat memicu dan memperparah konflik ketika akses tidak diberikan dan penggunaan dibagi secara tidak adil. Dalam konflik yang terjadi, air seringkali berperan dalam berbagai keadaan, yaitu:

Air dapat menjadi pemicu konflik. 

Ketika kepentingan berbagai negara, maupun bagian wilayah suatu negara yang membutuhkan air telah saling berbenturan dan dianggap tidak dapat didamaikan, atau ketika kuantitas dan/atau kualitas air menurun, yang dapat berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Kegagalan peraturan internasional dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas dapat menjadi pemicu konflik atau perebutan sumber daya air.

Seperti dalam kasus penjajahan Israel di wilayah Palestina yang telah meningkatkan kelangkaan lahan, fragmentasi wilayah, dan urbanisasi. Israel juga memberlakukan pembatasan akses dan kendali atas sumber daya alam, termasuk air. Dimana sejak tahun 2005 Israel memblokade wilayah Gaza, dan telah membuat Gaza seolah-olah sebagai sebuah kamp konsentrasi terbesar di dunia dengan 2 juta orang penduduk Pelestina. Pada tahun 2020, UNICEF memperkirakan hanya 10 persen penduduk Gaza yang memiliki akses langsung terhadap air minum yang bersih dan aman, sedangkan 90 persen sisanya tidak memiliki akses terhadap air minum (lihat Report of the Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation A/78/253, paragraf 47).

Dengan alasan bahwa Israel melindungi hak hidup penduduknya, Israel telah memblokir masuknya 70 persen bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas pasokan air minum dan instalasi pengolahan limbah, yang semakin memperburuk keadaan. Tindakan Israel tersebut telah menghalangi terwujudnya hak atas air dan sanitasi bagi warga Palestina, dengan alasan bahwa bahan-bahan tersebut dapat digunakan untuk keperluan militer.

Air dapat menjadi senjata selama konflik bersenjata.

Penguasaan atas Air, baik oleh negara maupun aktor non-negara, dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan atau mempertahankan kendali atas wilayah dan populasi atau sebagai sarana untuk menekan kelompok lawan. Sehingga air dapat menjadi senjata untuk menekan dan mempertahankan kendali atas suatu wilayah karena terjadinya asimetri kekuasaan. Kesepakatan antar pihak, kadang-kadang dicapai di bawah tekanan asimetri kekuasaan yang signifikan, yang mengakibatkan tercipta kondisi ketidaksetaraan. Sehingga bukannya menyelesaikan konflik, malah memperpanjang konflik dan mempersulit pihak yang paling lemah untuk memenuhi hak-hak mereka.

Salah satu bentuknya adalah Perjanjian Interim Israel-Palestina mengenai Tepi Barat dan Jalur Gaza, dimana asimetri kekuatan yang timbul dari kekuatan militer Israel menghalangi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional, sehingga mengakibatkan ketimpangan akses terhadap air di wilayah pendudukan Palestina. Berdasarkan Perjanjian tersebut, 80 persen air dialokasikan untuk keperluan Israel, sementara hanya 20 persen diperuntukkan bagi warga Palestina. Hal ini tidak hanya membatasi realisasi hak asasi manusia bagi warga Palestina tetapi juga melanggengkan konflik yang bersifat kronis. (lihat The Allocation of Water Resources in the OPT, Including East Jerusalem – Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/48/43), paragraf 19).

Patut diingat, bahwa tekanan hak atas air bagi warga Palestina sudah terjadi sejak dimulainya pendudukan pada tahun 1967. Dimana tiga sumber utama air tawar alami di Wilayah Palestina, yaitu: Sungai Yordan, akuifer pesisir, dan akuifer pegunungan dikuasai di bawah yurisdiksi militer Israel (Perintah Militer No. 92, tahun 1967). Bahkan Israel melarang warga Palestina untuk membangun instalasi air baru atau memelihara instalasi yang sudah ada tanpa izin militer. Perintah ini masih berlaku dan hanya berlaku bagi warga Palestina, dan tidak bagi pemukim Israel, yang diatur berdasarkan hukum Israel (lihat A/HRC/48/43, paragraf 18).

Perusahaan Mekorot, milik pemerintah Israel (Kementerian Energi dan Otoritas Air Israel), telah mengambil alih kepemilikan seluruh sistem pasokan air di Tepi Barat sejak tahun 1982. Menurut informasi yang diberikan oleh Negara Palestina, perusahaan tersebut terus mengoperasikan puluhan sumur, saluran pipa dan saluran air utama, serta waduk-waduk di area ekslusif kekuasaan militer Israel (Area C) yang mengambil air dari wilayah Palestina dan menyediakan layanan bagi pemukiman Israel di Tepi Barat (lihat A/HRC/48/43, paragraf 18).

Air dapat menjadi korban konflik.

Ketika sumber daya air, sistem air atau tenaga kerja di fasilitas air menjadi korban yang disengaja atau tidak disengaja atau menjadi sasaran kekerasan. Serangan yang menargetkan terhadap infrastruktur sipil, baik sumber air, sistem atau instalasi pengolahan air, dan sistem distribusi air akan menimbulkan risiko kesehatan yang serius  dan melanggar hukum kemanusiaan internasional.

Sebagai contoh tindakan Israel dalam membanjiri terowongan bawah tanah dengan air laut dalam Konflik yang terjadi di Palestina. Padahal menurut perkiraan Koordinator Kemanusiaan untuk Wilayah Pendudukan Palestina Lynn Hastings, maka tindakan Israel yang membanjiri terowongan dengan air laut akan menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur air dan sanitasi yang sudah rapuh di Gaza, sehingga mengurangi akses masyarakat terhadap air bersih di Gaza. Tak hanya itu, infiltrasi air laut ke daratan dapat berdampak pada generasi mendatang, karena membahayakan sistem akuifer, yang menjadi sumber air minum utama bagi warga Gaza. Jika air telah didesalinasi untuk masyarakat di Gaza, maka hal ini dapat membahayakan ekosistem Gaza yang sudah sangat rapuh, dan bahkan ada risiko runtuhnya bangunan dan jalan, karena meningkatnya tekanan dan infiltrasi air laut ke Gaza.

Banyak pelapor khusus PBB lainnya yang memberikan tanggapan negatif atas tindakan Israel membanjiri sistem akuifer dengan air laut. Menurut Pelapor khusus PBB untuk hak atas air, Pedro Arrojo-Agudo, membandingkannya dengan legenda penggaraman Romawi di ladang Kartago untuk membuat wilayah saingan kuno mereka tidak dapat dihuni. Pelapor hak asasi manusia dan lingkungan hidup, David Boyd, mengatakan kerusakan satu-satunya pasokan air di Gaza akan menjadi “bencana besar” bagi lingkungan dan hak asasi manusia. Selain itu, menurut Mark Zeitoun (direktur Geneva Water Hub dan profesor di Geneva Graduate Institute), air laut yang dipompa ke dalam terowongan sepanjang ratusan kilometer yang melintasi tanah berpasir dan berpori di Gaza pasti akan meresap ke dalam akuifer yang 85% airnya telah menjadi andalan 2,3 juta penduduknya selama ini. Tindakan Israel dianggap sebagai langkah terbaru, dalam sejarah panjang tindakan Israel, yang selama puluhan tahun telah menargetkan pasokan air bagi warga Palestina.

Sebelumnya, pasukan pendudukan Israel juga menutup mata air yang ada di wilayah Palestina dengan mengerahkan buldoser dan truk mixer untuk menuangkan semen ke sumber air saat menyerang wilayah Palestina. Meskipun, serangan atau tindakan yang menargetkan infrastruktur air masyarakat sipil, termasuk instalasi pengolahan, sistem distribusi dan sumber air merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Menurut Lynn Hastings, kekuatan militer Israel di Palestina, bertanggung jawab untuk melindungi penduduk sipil Palestina. Dimana Israel harus memenuhi kebutuhan dasar atau memastikan akses kemanusiaan bagi masyarakat sipil yang membutuhkan. Selain itu, meskipun Israel akan mengizinkan truk kemanusiaan untuk mencapai perbatasan antara Mesir dan Gaza, menurut Lynn Hasting itu tidaklah cukup. Menurutnya Israel perlu memastikan bahwa kondisi di Gaza juga sedemikian rupa sehingga seluruh bantuan kepada semua orang yang membutuhkan dapat dikirimkan tanpa adanya hambatan.

Akses terhadap air adalah hak asasi manusia. Sehingga, setiap Negara tidak diperkenankan untuk mempengaruhi hak asasi manusia atas air di Negara lain. Bahkan, ada kebutuhan mendesak untuk setiap Negara untuk bekerja sama dalam upaya melindungi dan melestarikan sumber daya air. Kerja sama di bidang air membuka jalan bagi kerja sama dalam menghadapai semua tantangan secara bersama-sama. Dalam hal inilah, peringatan hari air sedunia menyerukan agar setiap Negara harus menggunakan air sebagai alat untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera bagi semua orang.
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				Konsep dan Sejarah Ekonomi Biru

Ekonomi biru, atau yang juga dikenal sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merujuk pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat, serta kesehatan ekosistem laut. Ekonomi biru meliputi beberapa sektor yaitu perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Ekonomi biru berpotensi menurunkan angka kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan yang saat ini menjadi perhatian dari berbagai pihak seperti pembuat kebijakan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. 

Konsep ekonomi biru muncul sejak awal tahun 2000an ketika pembangunan berkelanjutan mulai memperoleh perhatian global. Istilah ekonomi biru pertama kali dicetuskan oleh Gunter Pauli, seorang pengusaha dan pendukung keberlanjutan dari Belgia melalui bukunya yang berjudul “The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 million Jobs“.

Dalam bukunya, Pauli memperkenalkan konsep perekonomian jenis baru yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya laut secara efisien dan berkelanjutan. Ia berpendapat bahwa lautan adalah sumber kekayaan yang belum dimanfaatkan dan dapat memecahkan banyak masalah lingkungan dan ekonomi dunia, seperti perubahan iklim, kelangkaan energi, dan kemiskinan.

Pauli mengusulkan model bisnis baru yang meniru fungsi sistem alam dan menciptakan nilai dari limbah dan produk sampingan. Ia menyoroti potensi sektor akuakultur, energi terbarukan, dan bioteknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendorong kelestarian lingkungan dan inklusi sosial.

Sejak saat itu, konsep ekonomi biru memperoleh pengakuan dari organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia, serta dari pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Hal ini telah menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan dan jalan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya SDG 14, yang berfokus pada konservasi dan pemanfaatan samudera, lautan, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan.

Ekonomi biru dengan segala potensinya juga menghadapi sejumlah tantangan modern yang mengancam keberlanjutan dan potensi manfaatnya. Perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan, polusi, dan perusakan habitat merupakan ancaman signifikan terhadap kesehatan lautan dan sumber dayanya. Tantangan-tantangan ini berdampak pada lingkungan dan mempunyai konsekuensi ekonomi dan sosial, seperti kehilangan keanekaragaman hayati, mata pencaharian, dan warisan budaya.

Berdasarkan sudut pandang ilmiah, ekonomi biru mensyaratkan adanya pendekatan multidisiplin perpaduan antara ilmu alam, sosial, dan ekonomi. Hal tersebut dibutuhkan untuk memahami interaksi kompleks yang terjadi antara aktivitas manusia dan ekosistem laut. Para akademisi menekankan pentingnya koherensi kebijakan, kerangka tata kelola, dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan. 

 

Pentingnya Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan topik yang tidak luput dari hal-hal yang berkaitan dengan perikanan, energi terbarukan berbasis kelautan, hingga pariwisata pesisir. Menurut Bank Dunia, sektor ekonomi biru bernilai cukup besar yakni $1,5 triliun per tahun. Di tengah tantangan global terkait perubahan iklim, ekonomi biru memiliki peranan penting. 

Laporan Khusus IPCC “Special Report on the Ocean and the Cryosphere in a Changing Climate” (SROCC) mengidentifikasi keterkaitan antara laut dan iklim. Oleh karena itu perubahan di laut harus diperlambat karena hal tersebut dapat menyokong pengurangan emisi dengan lebih cepat. SROCC menekankan pentingnya peran ekosistem laut dan pesisir dalam membantu masyarakat untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Terlebih laut merupakan ekosistem yang mampu menghasilkan 50 persen oksigen, 25 persen menyerap emisi karbon, dan menangkap 90 persen kelebihan panas yang dihasilkan oleh emisi. Jadi, laut memiliki peran penting terhadap dampak perubahan iklim sehingga penerapan ekonomi biru yang tetap mengutamakan kelestarian ekosistem laut penting untuk kehidupan manusia.  

 

Ekonomi Biru di Indonesia

Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar dalam optimalisasi Ekonomi Biru. Pengembangan Ekonomi Biru bertujuan untuk menjadi sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif bagi Indonesia. Hal ini bertumpu pada keseimbangan pilar sosial, ekonomi dan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan, dan menerjemahkan pencapaian ketiga pilar tersebut ke dalam tiga target utama, yaitu: Kontribusi PDB sektor maritim, lapangan kerja maritim, dan persentase lingkungan laut Indonesia yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Perairan (KKL). Berikut ini merupakan rincian target tersebut:

	Kontribusi PDB sektor maritim merupakan target utama untuk menggambarkan pentingnya sektor maritim dalam menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2045, ditargetkan kontribusi PDB sektor maritim mencapai 15 persen. Target tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.
	Lapangan kerja merupakan target utama untuk menggambarkan peran sektor maritim dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Lapangan kerja maritim diharapkan dapat berkontribusi terhadap 12 persen total lapangan kerja di Indonesia pada tahun 2045.
	Pelestarian lingkungan laut merupakan target utama untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan kesejahteraan sosial. Indonesia berupaya untuk meningkatkan kawasan perlindungan laut hingga 30 persen atau 97,5 juta hektar perairannya pada tahun 2045. Upaya ini akan melestarikan keanekaragaman hayati laut dan memulihkan stok perikanan sekaligus menyediakan jasa ekosistem seperti penyerapan karbon dan melindungi aset berharga. Hal ini akan melindungi ekosistem penting seperti hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang.


Komitmen pencapaian ketiga target tersebut merupakan langkah menuju pencapaian Visi Ekonomi Biru Indonesia.
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				Ekonomi hijau merupakan sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial. Dalam perekonomian hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi pemerintah dan swasta pada kegiatan ekonomi, infrastruktur dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem.

Istilah ekonomi hijau telah melalui berbagai tahapan sejak tahun 1989 ketika sekelompok ekonom lingkungan di Inggris mengeluarkan laporan berjudul Blueprint for a Green Economy yang ditujukan untuk memberi masukan kepada pemerintah Inggris. Laporan kedua terbit pada tahun 1991 berjudul Greening the world economy dan laporan ketiga tahun 1994 berjudul Measuring Sustainable Development. Apabila terbitnya laporan pertama belum berdasarkan riset mendalam, munculnya laporan kedua dan ketiga berdasarkan pada penelitian dan praktik ekonomi lingkungan beberapa dekade. 

Tahun 2008, istilah ekonomi hijau kembali digaungkan dalam diskusi untuk merespon berbagai krisis global. UNEP memperjuangkan gagasan “green stimulus packages” dan melakukan identifikasi bidang-bidang tertentu yang dapat memulai konsep “ekonomi hijau”. Selanjutnya pada Oktober 2008, UNEP meluncurkan Green Economy Initiative (Inisiatif Ekonomi Hijau) untuk memberikan analisis dan dukungan kebijakan di sektor hijau dan menghijaukan sektor yang tidak ramah lingkungan. Sebagai bagian dari Inisiatif ini, UNEP meminta salah satu penulis Blueprint for a Green Economy untuk menyiapkan laporan berjudul Global Green New Deal (GGND), yang dirilis pada bulan April 2009. GGND meminta pemerintah negara-negara dunia untuk mengalokasikan sebagian besar dana stimulus ke sektor hijau dan menetapkan tiga tujuan:

	pemulihan ekonomi;
	pengentasan kemiskinan;
	pengurangan emisi karbon dan degradasi ekosistem; dan 
	mengusulkan kerangka kerja untuk program stimulus ramah lingkungan serta kebijakan domestik dan internasional yang mendukung.


 

Bulan Juni 2009, menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, PBB mengeluarkan pernyataan antarlembaga yang mendukung ekonomi hijau sebagai transformasi untuk mengatasi berbagai krisis. Selanjutnya pada bulan Februari 2010, para Menteri dan Ketua Delegasi Forum Lingkungan Tingkat Menteri Global UNEP di Nusa Dua mengakui dalam deklarasi mereka, bahwa konsep ekonomi hijau “dapat secara signifikan mengatasi tantangan saat ini dan memberikan peluang pembangunan ekonomi dan manfaat ganda bagi semua negara”. Selanjutnya ekonomi hijau menjadi salah satu tema penting dalam konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2012 (Rio+20). Ekonomi hijau juga menjadi salah satu butir penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya poin ke-8 yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.

 

Lima Prinsip Ekonomi Hijau

Dalam penerapannya, ekonomi hijau memiliki lima prinsip utama. Lima prinsip tersebut menjadi indikator inisiatif ekonomi hijau yakni sebagai berikut.

Kesejahteraan (well-being)

Ekonomi hijau memberi peluang kepada semua orang untuk dapat menciptakan dan merasakan kesejahteraan. 

	Ekonomi hijau bersifat people-centered yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bersama.
	Ekonomi hijau berfokus pada peningkatan pendapatan yang menyokong kesejahteraan. Hal ini tidak hanya bersifat finansial tetapi juga mencakup seluruh modal manusia seperti modal sosial, modal fisik, dan alam.
	Ekonomi hijau memprioritaskan investasi dan akses terhadap sistem berkelanjutan, infrastruktur, dan pendidikan yang dibutuhkan. 
	Ekonomi hijau menawarkan peluang untuk kehidupan, usaha, dan pekerjaan yang ramah lingkungan dan layak.
	Ekonomi hijau dibangun berdasarkan tindakan kolektif untuk kepentingan bersama.


Keadilan (justice)

Ekonomi hijau mendorong kesetaraan pada semua generasi. 

	Ekonomi hijau bersifat inklusif dan tidak bersifat diskriminatif, serta mendukung pemberdayaan perempuan. 
	Ekonomi hijau berusaha mengurangi kesenjangan sekaligus memberi ruang bagi kehidupan liar. 
	Ekonomi hijau bertujuan untuk melestarikan ketahanan bagi generasi mendatang, serta mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan multidimensi saat ini. 
	Ekonomi hijau melindungi hak asasi manusia, hak pekerja, masyarakat adat dan minoritas, serta hak atas pembangunan berkelanjutan. 
	Ekonomi hijau mendorong pemberdayaan UMKM, wirausaha sosial, dan berbagai mata pencaharian berkelanjutan. 


Planetary Boundaries 

Ekonomi hijau menjaga, memulihkan, dan berinvestasi pada alam.

	Ekonomi hijau mengakui dan memelihara nilai-nilai yang ada di alam seperti nilai fungsional, nilai budaya, dan nilai ekologis.
	Ekonomi hijau mengakui batas alam sehingga menerapkan kehati-hatian dalam penggunaannya. 
	Ekonomi hijau bersifat melindungi, menumbuhkan, dan memulihkan keanekaragaman hayati, tanah, air, udara, dan sistem alam. 
	Ekonomi hijau menekankan untuk mengelola sumber daya alam dengan prinsip sirkularitas. 


Efisiensi dan Kecukupan (Efficiency and Sufficiency)

Ekonomi hijau mendorong pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.

	Ekonomi hijau yang inklusif bersifat rendah karbon, melestarikan sumber daya, dan sirkular untuk mewujudkan perekonomian yang menjawab tantangan krisis di planet bumi. 
	Ekonomi hijau mengakui bahwa harus ada perubahan global yang signifikan untuk membatasi penggunaan sumber daya.
	Ekonomi hijau menyelaraskan kewajiban membayar bagi pencemar dan memberikan insentif bagi siapa saja yang menjaga lingkungan. 


Good Governance

Membangun integrasi antar lembaga yang dinamis, berbasis sains yang relevan dan pengetahuan lokal. 

	Ekonomi hijau mengintegrasikan antara perekonomian ramah lingkungan yang bersifat interdisipliner.
	Ekonomi hijau oleh lembaga-lembaga yang terintegrasi, kolaboratif dan koheren, baik secara horizontal lintas sektor maupun vertikal antar tingkat pemerintahan.


 

Kebijakan Ekonomi Hijau di Indonesia

Ekonomi hijau di Indonesia didefinisikan sebagai sebuah model pembangunan ekonomi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang fokus pada investasi, modal, infrastruktur, pekerjaan, dan keterampilan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan lingkungan berkelanjutan. Definisi ini diadopsi dari UNEP yang kemudian dikerucutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus memprioritaskan kelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia, Bappenas telah bekerja sama dengan Global Green Growth Institute sejak tahun 2013. Terdapat 3 sektor yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau Indonesia yaitu energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah bertindak secara progresif untuk menetapkan ekonomi hijau di berbagai dokumen salah satunya dalam RPJMN 2020 – 2024 yang memuat Pembangunan Rendah Karbon (PRK). Terdapat tiga strategi utama dalam pembangunan rendah karbon diantaranya penurunan gas rumah kaca hingga mencapai net zero emission, stimulus hijau untuk memulihkan ekonomi, dan implementasi pembangunan rendah karbon untuk memenuhi target dalam RPJMN 2020 – 2024.
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						PSLH HADIRI MUSRENBANG RPJPD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025-2045					
				

				
																
							Berita						
										Friday, 8 March 2024
				

			

			
				Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah mada (UGM) turut menghadiri acara Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045 yang diselenggarakan tanggal 7 Maret 2024. Dalam sambutannya, Kepala Bappeda Kabupaten Sleman Dwi Anta Sudibya berharap kegiatan Musrenbang dapat mendorong tercapainya Visi Kabupaten Sleman Tahun 2025-2045, yakni “Sleman yang Sejahtera, Berdaya Saing, Berbudaya dan Berkelanjutan 2045”.

[image: ]

Selaras dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada, maka sebagai lembaga pendidikan tinggi yang secara administratif berkedudukan di Kabupaten Sleman, akan selalu berupaya untuk meningkatkan kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta turut menunjang pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs).
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						POKJA GNRM DIY 2024: Kolaborasi Pemulihan Keharmonisan Masyarakat Pasca Pemilu					
				

				
																
							Berita						
										Wednesday, 6 March 2024
				

			

			
				Pada tanggal 5 Maret 2024 telah dilaksanakan Acara Rapat Kerja Pokja Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan tema “Penyusunan Rencana Aksi dan Urgensi Menyerukan Semangat GNRM sebagai Kekuatan Pemulihan Keharmonisan dan Persatuan Masyarakat Pasca Pemilu”

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, merupakan rangkaian pelaksanaan GNRM di Daerah, yang telah diamanatkan oleh Presiden melalui penetapan Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (Inpres GNRM). Dalam konsideran Inpres GNRM, GNR dilaksanakan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Langkah GNRM terdiri atas 5 (lima) program Gerakan Nasional Revolusi Mental, yang meliputi: 1. rogram Gerakan Indonesia Melayani; 2. Program Gerakan Indonesia Bersih; 3. Program Gerakan Indonesia Tertib; 4. Program Gerakan Indonesia Mandiri; dan 5. Program Gerakan Indonesia Bersatu.

Dalam acara yang dibuka secara langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol DIY tersebut, dihadirkan beberapa pemantik diskusi yang diharapkan mampu menambah kapasitas kelompok kerja GNRM DIY untuk menyusun Rencana Aksi GNRM DIY sebagai langkah pemulihan keharmonisan dan persatuan masyarakat pasca pemilu. Antara lain, Prof. Dra. Kwartarini Wahyu Yuniarti, M.Med.Sc., Ph.D., Psikolog. (Akademisi Psikologi Universitas Gadjah Mada) yang memberikan materi tentang “Memahami dampak Psikologis dan Minimalisasi Polarisasi Pasca Pemilu: Mewujudkan Jogja Guyub Rukun dan Penguatan Nilai-nilai Persatuan Antar Masyarakat”; Bapak Wahyu Hidayat,M.Sos (Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) yang memaparkan materi tentang “Pemahaman mengenai Penyusunan Rencana Aksi Daerah GNRM dan Pelaksanaannya” dan Gunardi (Tokoh Masyarakat Ds. Karanggede) yang memaparkan keberhasilan Kampung karang gede dalam menjaga kerukunan umat beragama, melalui materi “Potret Kampung Karang Gede dalam Mengelola Keberagaman ditengah Perbedaan”.

[image: ]Foto: Pakar Psikologi UGM, Prof. Kwartarini Wahyu Yuniarti sebagai pemantik dalam Rapat Penyusunan Rencana Aksi GNRM DIY 2024, yang diselenggarakan di Hotel Atrium Premiere, 5 Maret 2024, Yogyakarta.

Pemilihan umum menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan, di mana berbagai kepentingan politik dan sosial bersilangan. Selesai pemilu, masyarakat dihadapkan pada perbedaan politik yang tajam, polarisasi masyarakat, serta ketegangan antarkelompok dapat menjadi dampak dari proses pemilihan yang berlangsung sengit.  Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai daerah dengan beragam predikat, antara lain sebagai Kota Budaya, Kota Wisata, Kota Pendidikan, Kota Perjuangan dan Kota Pelajar. Beragam predikat tersebut tak pelak menjadikan Yogyakarta bak magnet bagi banyak pendatang, baik yang hendak menetap maupun tinggal sementara di Yogyakarta. Banyaknya entitas masyarakat yang ada di Yogyakarta, membuat Yogyakarta menjadi wadah dari beragam kelompok kepentingan. Kultur toleran membuka ruang bagi berbagai kelompok untuk mengartikulasikan, tidak semata ekspresi dalam beragama, kesukuan, etnisitas, bahasa dan ragam budaya lainnya, namun juga beragam kepentingan yang melandasinya. Karena itulah pasca pemilu, ada tatangan sekaligus kesempatan untuk membangun sebuah revolusi mental. Revolusi ini bukanlah sekadar perubahan politik, melainkan perubahan dalam cara kita memandang dan berinteraksi dengan sesama sebagai sesama warga negara. Revolusi mental pasca-pemilu mengacu pada upaya memperkuat kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebersamaan yang tercermin dalam budaya dan adat lokal, seperti yang dipahami dan diwariskan oleh masyarakat Yogyakarta.

Sebelumnya pada 8 Januari telah ditetapkan Kelompok Kerja GNRM DIY (Pokja GNRM DIY 2024) melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 15/ Kep/ 2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Gerakan nasional Revolusi mental Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM) menjadi salah satu anggota dari Pokja GNRM DIY 2024, yang diharapkan turut mendukung keberhasilan GNRM melalui Program Gerakan Indonesia Bersih.

Program Gerakan Indonesia Bersih difokuskan kepada : a. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas; b. peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang perilaku hidup bersih dan sehat; c. pengembangan sistem pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi termasuk kali bersih, sarana dan prasarana pelayanan publik; d. penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi); e. pemberian kemudahan bagi perusahaan/swasta/lembaga yang melakukan pengelolaan sampah; f. mengutamakan peran serta masyarakat di dalam menunjang perilaku bersih dan sehat; dan g. peningkatan penegakan hukum di bidang kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Selaras dengan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka partisipasi PSLH UGM dalam Program Gerakan Indonesia Bersih juga diharapkan turut menunjang pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), melalui berbagai pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
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